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Abstract

The importance of harmony between empowering community protection and legal instruments in
overcoming the challenges of injustice has become the main focus in this literature study. In-depth
analysis of related literature reveals that effective community protection requires strong synergy with
relevant legal instruments. In an era of legal uncertainty and complexity of social challenges,
empowering community protection is crucial to ensuring the upholding of justice. This literature study
identifies that empowerment efforts involve increasing public awareness, active participation, and
better access to the legal system. In this way, a sustainable ecosystem is formed to involve the
community in maintaining justice. On the other hand, legal instruments also play a crucial role in
overcoming injustice. From a literature perspective, the success of law enforcement depends on clarity,
fairness, and the ability of legal instruments to anticipate changes in social dynamics. Improving the
quality and accessibility of legal instruments is a major challenge that needs to be overcome. The
importance of harmony between empowering community protection and legal instruments shows the
need for a holistic approach in formulating policies. The results of this literature study provide a basis
for a deeper understanding of how the synergy between these two elements can produce more effective
solutions in overcoming injustice at various levels of society. Further research is needed to explore more
concrete and measurable implementation strategies.

Keywords: Empowerment of Community Protection, Legal Instruments, Challenges of Injustice,
Synergy, Social Justice.

Abstrak

Pentingnya keselarasan antara pemberdayaan perlindungan masyarakat dan instrumen
hukum dalam mengatasi tantangan ketidakadilan telah menjadi fokus utama dalam studi
pustaka ini. Analisis mendalam terhadap literatur-literatur terkait mengungkapkan bahwa
perlindungan masyarakat yang efektif memerlukan sinergi yang kokoh dengan instrumen
hukum yang relevan. Dalam era ketidakpastian hukum dan kompleksitas tantangan sosial,
pemberdayaan perlindungan masyarakat menjadi krusial untuk memastikan penegakan
keadilan. Studi pustaka ini mengidentifikasi bahwa upaya pemberdayaan melibatkan
peningkatan kesadaran masyarakat, partisipasi aktif, dan akses yang lebih baik terhadap
sistem hukum. Dengan demikian, terbentuklah ekosistem yang berkelanjutan untuk
melibatkan masyarakat dalam menjaga keadilan. Di sisi lain, instrumen hukum juga
memainkan peran krusial dalam mengatasi ketidakadilan. Dari sudut pandang literatur,
keberhasilan penegakan hukum tergantung pada kejelasan, keadilan, dan kemampuan
instrumen hukum untuk mengantisipasi perubahan dinamika sosial. Peningkatan kualitas
dan aksesibilitas instrumen hukum menjadi tantangan utama yang perlu diatasi.
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Pentingnya keselarasan antara pemberdayaan perlindungan masyarakat dan instrumen
hukum menunjukkan perlunya pendekatan holistik dalam merumuskan kebijakan. Hasil
studi pustaka ini memberikan landasan untuk pemahaman lebih mendalam tentang
bagaimana sinergi antara kedua elemen tersebut dapat menghasilkan solusi yang lebih
efektif dalam mengatasi ketidakadilan di berbagai tingkatan masyarakat. Penelitian lebih
lanjut diperlukan untuk menggali strategi implementasi yang lebih konkret dan terukur.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat, Instrumen Hukum, Tantangan
Ketidakadilan, Sinergi, Keadilan Sosial.

1. Pendahuluan

Ketidakadilan, sebagai suatu realitas sosial yang mengakar dalam berbagai dimensi
kehidupan masyarakat, terus menjadi perhatian utama dalam upaya mencapai masyarakat
yang adil dan berkeadilan. Dalam konteks ini, pentingnya keselarasan antara pemberdayaan
perlindungan masyarakat dan instrumen hukum muncul sebagai landasan kritis untuk
memahami dan mengatasi tantangan ketidakadilan. Sebagai konsep yang kompleks,
ketidakadilan tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap hak-hak individu, tetapi juga
melibatkan pertentangan struktural dan sistemik yang melibatkan seluruh lapisan

masyarakat. (Riyanto  2019)

Pemberdayaan perlindungan masyarakat muncul sebagai salah satu strategi utama dalam
merespons dinamika ketidakadilan. Pemberdayaan ini tidak sekadar mencakup penyediaan
keamanan fisik, tetapi juga melibatkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami
hak-hak mereka, mengakses sumber daya, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan
keputusan. Dalam konteks ini, literatur menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki
pemahaman yang kuat tentang hak-hak mereka cenderung lebih mampu melawan

ketidakadilan dan merintis jalan menuju keadilan sosial.

Namun, pemberdayaan perlindungan masyarakat tidak dapat berdiri sendiri. Instrumen
hukum, sebagai fondasi normatif masyarakat, memainkan peran sentral dalam menetapkan
aturan main dan memberikan kerangka kerja yang dapat menanggapi berbagai bentuk
ketidakadilan. Dalam konteks ini, instrumen hukum yang jelas dan relevan menjadi
penentu utama efektivitas sistem peradilan dan penegakan hukum. Keberlanjutan
instrumen hukum dalam merespons perubahan dinamika sosial dan tantangan yang

muncul menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai keadilan yang berkelanjutan.

Pentingnya keselarasan antara pemberdayaan perlindungan masyarakat dan instrumen
hukum menjadi semakin signifikan dalam menghadapi kompleksitas tantangan
ketidakadilan di era kontemporer. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan

sosial yang cepat menuntut perhatian serius terhadap keselarasan ini agar masyarakat dapat
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menjaga keseimbangan yang baik antara pemberdayaan individu dan aturan hukum yang
adil. Oleh karena itu, penelitian mendalam terkait hubungan dinamis antara
pemberdayaan perlindungan masyarakat dan instrumen hukum menjadi imperatif untuk
merumuskan kebijakan yang dapat memberikan solusi terhadap tantangan ketidakadilan

yang terus berkembang. (Pratiwi  2022)

Dalam rangka memahami kompleksitas dan urgensi masalah ini, studi pustaka ini
bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis keterkaitan yang mendalam antara
pemberdayaan perlindungan masyarakat dan instrumen hukum dalam menghadapi
tantangan ketidakadilan. Dengan menyelami berbagai perspektif teoritis dan penelitian
empiris terkait, diharapkan bahwa studi ini dapat memberikan wawasan yang lebih
mendalam tentang cara efektif membangun sinergi antara pemberdayaan masyarakat dan

instrumen hukum untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

1L Metode Penulisan (untuk tulisan yang merupakan hasil penelitian)

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus utama pada studi pustaka
sebagai metode inti. Pendekatan ini dipilih karena memberikan kerangka analisis yang
mendalam terkait dengan pentingnya keselarasan antara pemberdayaan perlindungan
masyarakat dan instrumen hukum dalam mengatasi tantangan ketidakadilan. Melalui
review literatur yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk merinci konsep
pemberdayaan perlindungan masyarakat dan instrumen hukum, serta memahami dinamika

hubungan antara keduanya dalam konteks ketidakadilan. (Wirawan, 2020)

Langkah awal penelitian ini adalah identifikasi dan seleksi sumber literatur yang relevan
dan terkini, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, maupun dokumen-dokumen legal.
Penelitian ini menitikberatkan pada literatur yang membahas konsep pemberdayaan
masyarakat, instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak individu, dan
studi kasus yang mengilustrasikan implementasi konsep tersebut dalam menghadapi

tantangan ketidakadilan.

Setelah pengumpulan literatur, analisis kritis dilakukan untuk menyaring informasi yang
paling relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk
memahami konteks, pola, dan hubungan antara pemberdayaan perlindungan masyarakat
dan instrumen hukum. Penelitian ini juga menekankan pada interpretasi teoritis untuk

memperoleh wawasan yang mendalam terkait dinamika kompleks yang terlibat dalam
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upaya mengatasi ketidakadilan melalui keselarasan antara pemberdayaan masyarakat dan

instrumen hukum. (Sudarsono ;2021)

Selain itu, penelitian ini mencari perspektif dan pendapat beragam dari berbagai sumber
literatur untuk mendukung dan memperkaya analisis. Kelemahan dan keterbatasan dari
berbagai pendekatan juga diperhitungkan untuk memberikan gambaran yang lebih
komprehensif terkait isu yang diteliti. Melalui pendekatan kualitatif ini, diharapkan
penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang cara
efektif menghadapi tantangan ketidakadilan melalui sinergi antara pemberdayaan

perlindungan masyarakat dan instrumen hukum.

1I1. Pembahasan

Pentingnya keselarasan antara pemberdayaan perlindungan masyarakat dan
instrumen hukum dalam mengatasi tantangan ketidakadilan merupakan aspek
integral dalam mencapai masyarakat yang adil dan berkeadilan. Konsep ini terkait
erat dengan upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi
hak-hak mereka, sejalan dengan kerangka hukum yang mendukung dan menjaga
keadilan sosial. Undang-undang, sebagai landasan normatif, memegang peran
krusial dalam memberikan arah dan kerangka kerja bagi pemberdayaan masyarakat
serta menegakkan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan dasar filosofis yang
menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam pembangunan nasional. Pasal 27 ayat
(I) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi
hak asasi manusia yang beradab." Dalam kerangka ini, pemberdayaan perlindungan
masyarakat diartikan sebagai implementasi konsep kesetaraan dan pengakuan hak-
hak dasar setiap individu.

Instrumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), mengamankan landasan hukum bagi
perlindungan hak-hak individu. Pasal 1 ayat (1) UU HAM menetapkan bahwa "Hak
Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada hakikat dan martabat manusia,
yang berlaku sepanjang masa dan tidak dapat dikurangi oleh karena sebab-sebab
tertentu." Oleh karena itu, pemberdayaan perlindungan masyarakat tidak hanya
sejalan dengan asas-asas hak asasi manusia, tetapi juga merupakan kewajiban negara
untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut.

Namun, tantangan terkait ketidakadilan memerlukan pendekatan holistik yang
melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses peradilan. Keberlanjutan
instrumen hukum tersebut dapat diilustrasikan dengan Instruksi Presiden Nomor 9
Tahun 2020 tentang Pemberantasan Gratifikasi. Instruksi Presiden ini memberikan
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landasan hukum yang lebih kuat untuk memberantas korupsi, yang sering menjadi
sumber utama ketidakadilan dalam masyarakat. Dengan menguatkan instrumen
hukum yang mendukung pemberdayaan masyarakat, diharapkan tercipta sinergi
yang lebih efektif dalam mengatasi ketidakadilan.

Pentingnya keselarasan ini juga mencerminkan semangat pembangunan
berkelanjutan, yang mengedepankan keadilan sosial sebagai pijakan utama. Dalam
konteks internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi-
konvensi hak asasi manusia lainnya turut memberikan dasar hukum global untuk
pemberdayaan perlindungan masyarakat. Melalui perspektif ini, penting untuk
mengevaluasi dan meningkatkan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum
internasional guna memastikan perlindungan hak-hak individu secara menyeluruh.

Keselarasan antara pemberdayaan perlindungan masyarakat dan instrumen hukum
juga perlu dilihat sebagai upaya untuk menanggapi dinamika sosial dan
perkembangan teknologi. Keterlibatan masyarakat dalam proses peradilan dapat
diperkuat melalui kebijakan yang mendukung transparansi, partisipasi, dan akses
informasi. Inovasi instrumen hukum yang responsif terhadap perubahan sosial juga
diperlukan agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan ketidakadilan yang

berkembang.( Utama ;2019)

Secara keseluruhan, pentingnya keselarasan antara pemberdayaan perlindungan
masyarakat dan instrumen hukum dalam mengatasi ketidakadilan menciptakan
landasan yang solid untuk membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan.
Dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur hak-hak dasar dan hak asasi
manusia, serta mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dalam proses peradilan,
diharapkan upaya ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perjuangan
menuju keadilan sosial yang berkelanjutan.

Melanjutkan pembahasan, terdapat konteks yang mendalam di balik keselarasan
antara pemberdayaan perlindungan masyarakat dan instrumen hukum dalam
mengatasi tantangan ketidakadilan. Di dalam struktur hukum nasional, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjadi
landasan filosofis utama yang mencerminkan semangat keadilan dan kesetaraan.
Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung tinggi hak asasi manusia yang beradab." Hal ini memberikan dasar
konstitusional bagi pemberdayaan masyarakat dan menetapkan landasan filosofis
yang mengarah pada upaya mengatasi ketidakadilan.

Dalam mendukung konsep keselarasan ini, Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menjadi instrumen hukum kunci
yang menetapkan dan melindungi hak-hak dasar individu. Pasal 1 ayat (1) UU
HAM menegaskan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada
hakikat dan martabat manusia, yang berlaku sepanjang masa dan tidak dapat
dikurangi oleh karena sebab-sebab tertentu." Melalui landasan hukum ini,
perlindungan hak-hak individu dianggap sebagai esensi dari keberadaan manusia
yang beradab, menggarisbawahi kepentingan untuk memberdayakan masyarakat
agar dapat menjunjung tinggi hak-hak tersebut.
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Instrumen hukum lainnya yang relevan adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun
2020 tentang Pemberantasan Gratifikasi. Instruksi Presiden ini memberikan
landasan hukum yang lebih kuat dalam upaya memberantas korupsi, yang sering
menjadi sumber utama ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pasal 1
ayat (1) Inpres No. 9/2020 menetapkan bahwa "Gratifikasi adalah pemberian
hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara." Instrumen
hukum ini memberikan dasar hukum yang jelas dan konkret untuk memberantas
praktik-praktik korupsi yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Pentingnya keselarasan antara pemberdayaan perlindungan masyarakat dan
instrumen hukum juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pengadilan Tipikor. Pasal 1 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan bahwa
"Pengadilan Tipikor adalah Pengadilan yang berwenang mengadili tindak pidana
korupsi." Dengan menguatkan instrumen hukum di tingkat peradilan, upaya untuk
memberantas korupsi sebagai bentuk ketidakadilan dapat dilakukan secara lebih
efektif. Selain itu, pasal 2 UU Tipikor juga menetapkan bahwa "Pengadilan Tipikor
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung." Dengan
struktur hirarki yang jelas, instrumen hukum ini mendukung upaya untuk
memberdayakan peradilan dalam mengatasi ketidakadilan.

Tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional, pentingnya
keselarasan ini tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
yang mencetuskan prinsip-prinsip dasar yang harus dihormati oleh setiap negara.
Prinsip-prinsip ini, yang tercermin dalam pasal 1 DUHAM, menggarisbawahi
bahwa "Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak
yang sama." Keselarasan antara pemberdayaan perlindungan masyarakat dan
instrumen hukum di tingkat internasional menciptakan kerangka kerja yang
mendukung upaya bersama untuk mengatasi ketidakadilan.

Dalam konteks perkembangan teknologi dan dinamika sosial, penting untuk
mengamati Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE). Pasal 1 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa "Informasi
elektronik adalah segala bentuk informasi yang disampaikan melalui alat elektronik
atau penggunaan teknologi elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada teks,
suara, gambar, grafik, animasi, video, film, atau proses pengolahan dan
penyimpanan gambar, suara, dan teks." Instrumen hukum ini mencerminkan upaya
untuk menyelaraskan perlindungan hak-hak individu dalam era digital, sekaligus
menciptakan keselarasan antara perlindungan masyarakat dan instrumen hukum
dalam menghadapi tantangan baru. (Wijaya, 2020)

Dalam konteks internasional, Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia
melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
memberikan dasar hukum untuk melibatkan masyarakat dalam perlindungan hak-
hak anak. Pasal 12 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa "Negara Pihak akan
menghormati hak anak untuk menyatakan pendapatnya." Ini menciptakan
keselarasan antara hak-hak individu dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan yang memengaruhi kehidupan anak-anak.
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Keselarasan antara pemberdayaan perlindungan masyarakat dan instrumen hukum
juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Korban dan Saksi. Pasal 1 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa "Korban
adalah seseorang atau kelompok orang yang mengalami kerugian atau penderitaan
baik secara langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan tindak pidana."
Instrumen hukum ini menciptakan dasar bagi pemberdayaan korban untuk
berpartisipasi dalam proses peradilan, sehingga menciptakan keselarasan yang
diperlukan dalam mengatasi ketidakadilan. (Prabowo ;2023)

Melalui perjalanan pembahasan ini, menjadi jelas bahwa pentingnya keselarasan
antara pemberdayaan perlindungan masyarakat dan instrumen hukum tidak hanya
menciptakan kerangka kerja yang komprehensif di tingkat nasional, tetapi juga
merangkul dimensi internasional. Sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsep keselarasan ini mengakar dalam
prinsip-prinsip  hak asasi manusia, memberikan landasan filosofis bagi
pemberdayaan masyarakat dan instrumen hukum untuk bersinergi dalam mengatasi
ketidakadilan di berbagai tingkatan masyarakat.

IV. Penutup

Melalui perjalanan diskusi dan analisis mendalam terkait dengan "Pentingnya Keselarasan
Antara Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Instrumen Hukum dalam Mengatasi
Tantangan Ketidakadilan," dapat diambil beberapa kesimpulan krusial yang mencerminkan

signifikansi dan kompleksitas isu ini.

Keselarasan antara pemberdayaan perlindungan masyarakat dan instrumen hukum menjadi
landasan utama dalam upaya mengatasi ketidakadilan. Dalam konteks hukum nasional,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
memainkan peran sentral dalam memberikan dasar filosofis yang menggarisbawahi prinsip-
prinsip kesetaraan dan keadilan. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi tonggak
penting yang menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia yang beradab."
Konsep inilah yang kemudian memberikan ruang bagi pemberdayaan perlindungan

masyarakat dan penyusunan instrumen hukum yang mendukung prinsip-prinsip tersebut.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menjadi
instrumen hukum yang melindungi hak-hak dasar individu, dan memperkuat dasar hukum
bagi pemberdayaan masyarakat. Pasal 1 ayat (1) UU HAM menegaskan bahwa "Hak Asasi
Manusia adalah hak dasar yang melekat pada hakikat dan martabat manusia, yang berlaku
sepanjang masa dan tidak dapat dikurangi oleh karena sebab-sebab tertentu." Dengan
demikian, keselarasan antara perlindungan hak individu dan partisipasi aktif masyarakat

menjadi semakin nyata, menciptakan fondasi kuat untuk menghadapi ketidakadilan.

(Susilo ;2021)
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Instrumen hukum lain yang tidak kalah penting adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun
2020 tentang Pemberantasan Gratifikasi, yang memberikan landasan hukum yang lebih
kuat untuk memberantas korupsi. Instrumen ini, melalui pasal 1 ayat (1), menetapkan
bahwa "Gratifikasi adalah pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara." Dengan menguatkan instrumen hukum di tingkat peradilan, upaya
untuk memberantas korupsi sebagai bentuk ketidakadilan dapat dilakukan secara lebih

efektif, menciptakan harmonisasi antara perlindungan masyarakat dan hukum yang adil.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadilan Tipikor, yang menetapkan
bahwa "Pengadilan Tipikor adalah Pengadilan yang berwenang mengadili tindak pidana
korupsi," menciptakan landasan hukum yang khusus untuk menangani kasus-kasus
korupsi. Dengan adanya pengadilan yang fokus pada tindak pidana korupsi, diharapkan
keadilan dapat ditegakkan secara lebih efisien. Selain itu, struktur hirarki yang menyatakan
bahwa "Pengadilan Tipikor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Mahkamah

Agung" menciptakan sistem yang terkoordinasi untuk menegakkan hukum. (Siregar, 2018)

Penting untuk mencermati peran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika sosial.
Pasal 1 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa "Informasi elektronik adalah segala bentuk
informasi yang disampaikan melalui alat elektronik atau penggunaan teknologi elektronik."
Dengan demikian, instrumen hukum ini menciptakan keselarasan antara perlindungan
hak-hak individu dalam era digital dan perlindungan masyarakat melalui pengaturan yang

responsif.

Dalam konteks hak anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak menjadi instrumen hukum yang esensial. Melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak,
pasal 12 Konvensi tersebut yang menyatakan bahwa "Negara Pihak akan menghormati hak
anak untuk menyatakan pendapatnya" menciptakan keselarasan antara hak-hak individu
dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan

anak-anak.

Ketidakadilan seringkali berdampak pada korban dan saksi tindak pidana. Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perlindungan Korban dan Saksi mengatasi aspek ini. Pasal
1 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa "Korban adalah seseorang atau kelompok
orang yang mengalami kerugian atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak

langsung yang diakibatkan tindak pidana." Instrumen hukum ini menciptakan dasar bagi
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pemberdayaan korban untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, sehingga menciptakan

keselarasan yang diperlukan dalam mengatasi ketidakadilan.

Dalam dimensi internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadi
panduan utama. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam DUHAM, khususnya pasal 1, yang
menyatakan bahwa "Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan
hak-hak yang sama," menciptakan kerangka kerja global yang mendukung upaya bersama

untuk mengatasi ketidakadilan.

Melalui perjalanan ini, keselarasan antara pemberdayaan perlindungan masyarakat dan
instrumen hukum menjadi esensi dalam menghadapi ketidakadilan di berbagai tingkatan.
Dari landasan filosofis hingga instrumen hukum yang konkret, perjalanan ini
menggambarkan bagaimana keadilan sosial dapat dicapai melalui harmonisasi antara upaya

pemberdayaan masyarakat dan perangkat hukum yang relevan.

Keselarasan ini juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Dalam era perkembangan
teknologi yang cepat dan dinamika sosial yang kompleks, peran instrumen hukum untuk
terus beradaptasi dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat menjadi semakin penting.
Selain itu, keselarasan ini harus mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok

yang rentan, agar tidak ada yang tertinggal dalam proses pemberdayaan.

Sebagai kesimpulan, pentingnya keselarasan antara pemberdayaan perlindungan
masyarakat dan instrumen hukum menciptakan fondasi yang kokoh dalam menghadapi
tantangan ketidakadilan. Dalam realitas yang terus berubah, upaya untuk memperkuat dan
menyempurnakan kerangka kerja ini menjadi tanggung jawab bersama. Dengan kesadaran
akan pentingnya keselarasan ini, diharapkan masyarakat dan lembaga hukum dapat bekerja

sama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan.
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